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IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
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Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan Sistem Akuntansi
Pemerintahan mempunyai landasan hukum yang mengatur mengenai kewajiban
implementasi laporan keuangan berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual mempunyai
perbedaan mendasar dengan sistem akuntansi sebelumnya yaitu adanya laporan
operasional. Laporan operasional digunakan untuk mengevaluasi pendapatan-LO dan
beban yang diperoleh dan digunakan oleh unit/instansi. Implementasi standar akuntansi
berbasis akrual masih menemui tantangan hal ini tertuang dalam dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2015 bahwa pemerintah harus dapat menyajikan
seluruh pendapatan, beban, aset dan kewajiban secara lengkap dengan menetapkan
kebijakan akuntansi atas transaksi/ kejadian atau peristiwa ekonomi yang spesifik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi standar akuntansi berbasis akrual
yaitu melalui pengakuan, pengukuran dan pengungkapan Pendapatan-LO dan beban
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD
dan Dikmas) pada tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan data
melalui telaah dokumen keuangan berupa laporan keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas
tahun 2017 dan wawancara dengan key informan. Hasil penelitian berupa analisis yaitu
implementasi standar keuangan berbasis akrual dan Dikmas melalui pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan Pendapatan-LO dan Beban yang tersaji pada Laporan
Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2017 sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 dan
peraturan keuangan terkait lainnya. Terdapat kebijakan khusus untuk pengakuan akun
beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat yaitu diakui sebagai beban apabila per
tanggal pelaporan satker telah menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari
pihak yang menerima. Kebijakan tersebut diatur dalam PP71 Tahun 2010 yang
memperbolehkan adanya penundaan pengakuan suatu pos.

Kata kunci: implementasi standar akuntansi berbasis akrual, pengakuan,
pengukuran, pengungkapan, Pendapatan-LO, beban
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Since the issuance of Government Regulation Number 71 Year 2010, the
implementation of the Government Accounting System has a legal basis which regulates
the obligation to implement accrual-based financial statements. Accrual-based accounting
has fundamental differences from the previous accounting system, namely the existence of
operational reports. Operational reports are used to evaluate income-OR and expenses
obtained and used by units / agencies. The implementation of accrual-based accounting
standards still faces challenges, this is stated in the BPK Audit Results Report on LKPP
2015 that the government must be able to present all revenues, expenses, assets and
liabilities in full by establishing accounting policies for specific economic transactions /
events or events. This study aims to determine the implementation of accrual-based
accounting standards, namely through the recognition, measurement and disclosure of the
Directorate General of Early Children Education and Community Education (Ditjen
PAUD and Dikmas) income-OR and expenses in 2017.

This study used descriptive qualitative research with data collection through review
of financial documents in the form of financial reports of the Ditjen PAUD dan Dikmas in
2017 and interviews with key informants. The results of the research are in the form of
analysis, namely the implementation of accrual-based financial standards through
recognition, measurement, and disclosure of Income-OR and Expenses presented in the
Financial Statements of the Ditjen PAUD dan Dikmas in 2017 in accordance with PP
71/2010 and other related financial regulations. There is a special policy for the
recognition of an account of goods expenses to be submitted to the public, namely it is
recognized as an expense if as of the reporting date the working unit has received an
Accountability Report (LPJ) from the receiving party. This policy is regulated in
PP71/2010 which allows postponement of recognition of a post.

Keywords: implementation of accrual based accounting standards, recognition,
measurement, disclosure, income-OR, expenses
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BAB |

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara, hal
tersebut tertuang dalam paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara serta UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket
perundang-undangan tersebut mengamanatkan pemerintah pusat maupun daerah
untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh,
sebagaimana tertuang dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
pasal 36 ayat (1) yang berbunyi “Ketentuan mengenai pengakuan dan
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan
selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan
pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Pada tahun 2005, tepat dua tahun setelah UU No 17 Tahun 2003
diundangkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai
ketentuan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas

menuju basis akrual yang dinamakan dengan Cash Toward Accrual (SAP).



Namun sampai dengan akhir tahun 2008 pemerintah masih belum
mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara penuh, maka pada tahun
2010 diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yang mengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Sejak diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan Sistem
Akuntansi Pemerintahan mempunyai landasan hukum yang mengatur mengenai
kewajiban implementasi laporan keuangan berbasis akrual, adapun waktu
pelaksanaan tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa “Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan
keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun
Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,
entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling
lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.” Berdasarkan PP 71 Tahun
2010 maka pada tahun 2015 baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
wajib untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Berlakunya PP
tersebut membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di
Indonesia, yaitu perubahan dalam penerapan basis kas menjadi basis akrual
penuh dalam pengakuan transaksi keuangan.

Beberapa perubahan yang menandai implementasi standar akuntansi
berbasis akrual tertuang dalam Lampiran 11 PP 71 Tahun 2010 halaman 7 yaitu
isi pokok SAP berbasis akrual dan perbedaannya dengan SAP berbasis kas

menuju akrual sebagai berikut:



1. Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diacu
dalam Pasal 70 ayat (2), mengatur bahwa pengakuan pendapatan dan
belanja pada APBN/APBD menggunakan basis akrual. Di lain pihak,
praktik penganggaran dan pelaporan pelaksanaannya pada sebagian
terbesar negara, termasuk Indonesia, menggunakan basis kas. Untuk itu
KSAP menyusun SAP Berbasis Akrual yang mencakup PSAP berbasis
kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports),
sebagaimana dicantumkan pada PSAP 2, dan PSAP berbasis akrual untuk
pelaporan finansial, yang pada PSAP 12 memfasilitasi pencatatan
pendapatan dan beban dengan basis akrual.

2. Laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Bagi
Entitas Pelaporan di Pemerintah Pusat). Laporan finansial yang berbasis
akrual terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan
Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dengan SAP
Berbasis Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional.
Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi
yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk
menjalankan  kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional
merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas

pemerintahan bersangkutan.



Mengacu pada poin-poin diatas dapat diketahui bahwa yang
membedakan standar akuntansi berbasis akrual dengan standar akuntansi kas
menuju akrual adalah pada pencatatan pendapatan-LO dan beban yang disajikan
dalam laporan operasional. Adanya laporan operasional dapat membantu
pengguna laporan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk
menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Informasi yang
disajikan dalam Laporan Operasional sesuai PSAP 12 Par 6 yaitu sebagai
berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk
menjalankan pelayanan;

2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

3. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode
mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional merupakan ciri penting dalam standar akuntansi
pemerinta berbasis akrual sehingga informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan yang mencerminkan pendapatan-LO, beban dan

surplus/defisit operasional dapat dipertanggungjawabkan.



Untuk itu, proses akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran dan
pengungkapan pendapatan-LO dan beban merupakan tahapan-tahapan penting
yang harus dipenuhi sehingga menghasilkan informasi yang dapat dibutuhkan
olen pengguna laporan keuangan. Apabila dari proses pengakuan dan
pengukuran Pendapatan-LO dan beban tidak sesuai maka akan berpengaruh
terhadap penyajian dan pengungkapan informasi laporan keuangan khususnya
laporan operasional yang tidak sesuai(Garbage In Garbage Out).

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) merupakan salah satu unit utama di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola dana
APBN  sehingga mempunyai  kewajiban dalam  mengelola dan
mempertanggungjawabkan keuangan negara. Ditjen PAUD dan Dikmas sebagai
unit akuntansi yang wajib menyajikan laporan keuangan bertanggung jawab
terhadap informasi yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan. Adapun
anggaran yang dikelola oleh Ditjen PAUD dan Dikmas pada tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2017
No Uraian Pagu Realisasi Persentase
1|Belanja Pegawai 218,643,111,000 181,500,092,037 83.01
2|Belanja Barang 1,394,595,921,000 | 1,342,705,798,707 96.28
3|Belanja Modal 85,045,272,000 79,757,362,771 93.78
4|Belanja Sosial 940,000,000 840,000,000 89.36
Total 1,699,224,304,000 | 1,604,803,253,515 94.44
Sumber: Penyusun Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas (Data
Diolah)



Dari alokasi anggaran diatas diketahui bahwa anggaran belanja barang
untuk diserahkan kepada masyarakat (belanja barang) memiliki alokasi anggaran
tertinggi pada Ditjen PAUD dan Dikmas. Adapun rincian belanja barang untuk
diserahkan kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat Tahun 2017

No Uraian Pagu Realisasi Persentase

Direktorat Pembinaan PAUD 72,250,001,000 72,067,000,000 99.75

2 |Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga 111,951,823,000 107,500,779,597 96.02

Direktorat Pembinaan Pendidikan

3 |Keaksaraan dan Kesetaraan 399,533,000,000 399,533,000,000 100.00

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 232,078,000,000 232,076,950,000 100.00

Total 815,812,824,000 |  811,177,729,597 99.43

Sumber: Penyusun Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas (Data
Diolah)

Jika dilihat pada tabel diatas maka realisasi untuk belanja barang untuk
diserahkan kepada masyarakat terealisasi sebesar 99,43 persen, jika dilihat
secara aplikasi penyusunan laporan keuangan maka nilai tersebut akan langsung
dianggap sebagai beban sebesar nilai yang sudah terealisasi. Namun apakah hal
tersebut sudah dianggap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis
akrual, jika ternyata anggaran yang sudah terealisasi hampir 100 persen ternyata
masih terdapat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari lembaga penerima yang
belum disampaikan kepada Ditjen PAUD dan Dikmas dengan rincian sebagai

berikut:



Tabel 1.3
Rincian penyampaian LPJ atas Beban barang untuk diserahkan kepada
Masyarakat Tahun 2017

Lembaga yang Lembaga yang
No Uraian sudah. Rupiah belum' Rupiah
menyampaikan menyampaikan
LPJ LPJ
1 |Direktorat Pembinaan PAUD 2743 60,194,855,000 610 11,872,145,000
2 |Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga 1774140 100,105,757,481 388 7,395,022,116
Direktorat Pembinaan Pendidikan
3 |Keaksaraan dan Kesetaraan 7424 264,519,770,000 1252 135,013,230,000
4 |Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 92868 179,491,500,000 44,640 52,585,450,000
Total 1,877,175 | 604,311,882,481 46,890 | 206,365,847,116

Sumber: Penyusun Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas (Data Diolah)

Dari data diatas Ditjen PAUD dan Dikmas diketahui masih terdapat
lembaga penerima bantuan yang belum menyampaikan LPJ, namun tidak hanya
itu Ditjen PAUD dan Dikmas juga memiliki saldo atas Beban barang untuk
Diserahkan kepada Masyarakat tahun sebelumnya dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 1.4

Rincian Saldo Jumlah lembaga yang belum menyampaikan LPJ atas
Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016

Saldo Lembaga
No Uraian yang belgm Rupiah

me nyampaikan

LPJ
1 |Direktorat Pembinaan PAUD 70 4,335,000,000
2 |Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga 0 -
Direktorat Pembinaan Pendidikan
3 |Keaksaraan dan Kesetaraan 258 10,187,500,000
4 |Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 85 3,793,200,000
Total 413 18,315,700,000

Sumber: Penyusun Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas (Data Diolah)

Berdasarkan data diatas, maka masih terdapat saldo LPJ yang belum

dipertanggungjawabkan atas penyaluran beban barang untuk diserahkan kepada



Masyarakat. Maka dari itu, melihat dari permasalahan diatas bahwa proses
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan akun-akun dalam laporan
operasional memiliki tahapan yang sangat penting sehingga tidak hanya dilihat
dari proses pencatatan akuntansinya saja yang dijalankan namun saling berkaitan
juga dengan aspek pengendalian atas pengelolaan APBN yang nantinya
diharapkan akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual di
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfokus pada
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan-LO dan beban.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi
Standar Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan?”
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggali
data dan informasi terkait Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual di
lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharap dapat memberikan gambaran perihal implementasi
standar akuntansi berbasis akrual di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi di Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan ataupun instansi lain untuk melakukan evaluasi
dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan
penentuan langkah strategis agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat
dilakukan lebih baik kedepannya.
2. Bagi dunia akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang
implementasi standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah dan dapat
menjadi referensi bagi penelitian lainnya. Hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan gambaran sejauh mana akuntansi berbasis akrual dapat
diterapkan dipemerintahan.
3. Bagi masyarakat

Masyarakat sebagai pengguna layanan publik, dapat mengetahui
aktivitas operasi keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam
mengelola anggaran untuk memenuhi kebutuhan layanan publik kepada

masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam mengevaluasi
Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pengakuan pendapatan-LO pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas
Tahun 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu diakui
pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2. Pengukuran pendapatan-LO pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan
Dikmas Tahun 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).
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3. Pengungkapan pendapatan-LO pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan
Dikmas Tahun 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
memuat perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan
antara periode berjalan dan periode yang lalu; rincian lebih lanjut pendapatan-
LO menurut sumber pendapatan; dan penjelasan hal-hal penting yang
diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Pengakuan beban pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun
2016 dan 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan vyaitu
mengakui beban pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset;
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Kebijakan khusus
antara BPK, Kemenkeu dan Kemendikbud terkait pengakuan Beban barang
untuk diserahkan kepada masyarakat yaitu diakui sebagai beban apabila per
tanggal pelaporan satker telah menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
dari pihak yang menerima bantuan. Kebijakan tersebut diatur dalam PP71
Tahun 2010 yang memperbolehkan adanya penundaan pengakuan suatu pos

5. Pengukuran beban pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun
2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK No.
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224/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu beban
diukur secara wajar dan sebesar resume tagihan/pembayaran, beban persediaan
diukur sebesar pemakaian persediaan dan beban penyusutan dan amortisasi
diukur dengan menggunakan metode garis lurus.

6. Pengungkapan beban pada Laporan Keuangan Ditjen PAUD dan Dikmas
Tahun 2017 diimplementasikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu adanya
perbandingan dengan periode yang lalu, penjelasan atas perbedaan antara
periode berjalan dan periode yang lalu, rincian lebih lanjut beban menurut
klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi dan penjelasan hal-hal penting yang

diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini agar mendapatkan

hasil yang lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan agar kebijakan atas pengakuan beban barang
untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda diatur ketentuan secara terinci
sehingga diharapkan pengakuan beban tersebut dapat menjadi kendali

pengelolaan APBN yang lebih transparan dan akuntabel.
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2. Kepada peneliti selanjutnya, penulis diharapkan adanya penelitian lain yaitu
evaluasi terkait Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual tidak hanya dari akun pendapatan dan beban namun pada akun-akun

lainnya seperti persediaan, aset tetap, kewajiban dan lain-lain.
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